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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0489/U1/1992 tentang Sekolah Menengah Umum;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
061/UI/1993 tentang Kurikulum Sekolah Umum;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993 tentang
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Mendirikan dan memberi ijin operasional Sekolah Negeri dan
Swasta tingkat SD, SMP dan SMA di 5 ( lima ) Distrik Kabupaten
Yalimo dengan rincian sekolah sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusn ini;

Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkanya keputusan
ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yalimo tahun anggaran
2015, DPA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA BAGI/

Ditetapkan di Elelim
pada tanggal 3 Juni 2015

BUPATI YALIMO,
CAP/TTD
ER DABI

Ay dengan aslinya,
AN PERUNDANG-UNDANGAN




13.

14,

15.

16.

17.

18.

Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana teah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana teah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3764),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasioanl Pendidikan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



10.

Il.

12.

Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4842 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lebaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4803);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015, tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657 );

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara



I

PROVINSI PAPUA

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YALIMO
NOMOR: 188.45/ 40 /HKM/2015

TENTANG

PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH BARU SD, SMP, SMA NEGERI

Menimbang

Mengingat

DAN SWASTA DI KABUPATEN YALIMO

BUPATI YALIMO,

bahwa dalam upaya memperluas kesempatan memperoleh
pendidikan untuk daerah terpencil, makanya perlu
mendirikan sekolah baru, SD, SMP dan SMA di Kabupaten
Yalimo;

bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat dan jumlah
usia sekolah, maka perlu disediakan tempat yang memadai
dan berkualitas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan b, maka perlu dilakukan penetapan
pendirian dan ijin operasional sekolah baru SD, SMP dan
SMA dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001



Lampiran Keputusan Bupati Yalimo
188.45/ 40 /[HKM /2015
Tanggal 3 Juni2015

Nomor

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH SD, SMP DAN SMA BARU TAHUN 2015

NO. NAMA SEKOLAH KAMPUNG DISTRIK KET
1. | SMA NEGERI LANDIKMA LANDIKMA ABENAHO NEGERI
2. | SMA NEGERI APAHAPSLI APAHAPSILI APAHAPSILI | NEGERI
3. | SMA NEGERI WELAREK WELAREK WELAREK NEGERI
4. | SMA NEGERI WERENGGIK WERENGGIK WELAREK NEGERI

|

BUPATI YALIMO,
CAP/TTD
ER DABI




